
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

Daerah Tahun Anggaran 2023; 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang rancangan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor : Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban 

BUPATI KOLAKA UTARA, 

TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAW ABAN PELAKSANMN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023 

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA 
NOMOR : 18 TAHUN 2024 

BUPATI KOLAKA UTARA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

Mengingat 

Menimbang 





2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi 

dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
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Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),Sebagaimana telah 

beberapakali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan 

pemerintah pengganti undang - undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang - undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

9. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaga Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke-Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6883); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6909); 

19. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Oaerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

20. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 11 Tahun 2017 ten tang Pedornan Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

21. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 54 Tahun 2017 ten tang Penyediaan, pencairan, dan 

pertanggungjawaban luran Jarninan Kecelakaan Kerja dan Jarninan Kernatian yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996); 

22. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 77 Tahun 2020 tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 1781); 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan 

Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Negara ( Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1076); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 Nomor 5); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 

Nomor 6); 

26. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2022 Nomor 72); 

27. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2023 ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2023 Nomor 22); 
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara. 

2. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka Utara. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

kabupaten Kolaka Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

daerah tersebut. 

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

Menetapkan 
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6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah yang meliputi perda APBD dan perda perubahan APBD. 

7. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran 

APBD dan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 

8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau nama lain adalah Peraturan Daerah kabupaten kolaka utara 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan bupati kolaka utara tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

10. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selaku entitas 

pelaporan selama suatu periode pelaporan 

11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 

pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, 

yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 

12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan inforrnasi 

kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir 

13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan 

ekuitas dana pada tanggal tertentu. 
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14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh 

kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit 

operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumya. 

15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, 

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 

pelaporan. 

16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 

sumber perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir 

17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang 

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan 

LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

18. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK adalah laporan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun 

pelaporan. 
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Rp. 320.393.401.686,00 

Rp. 312.509.080.972,53 

Rp. 0,00 

Rp. 34.566.951.418,00 

Rp. 525.375.000,00 

R~i 667.924.809.076!53 

970.266.672.561.42 

61.397.419.438,42 

897.711.231.757,00 

11.158.021.366.00 

Rp 

Rp 

Rp 

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

b. Realisasi Pendapatan Transfer 

c. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Jumlah Realisasi Pendapatan 

2. Belanja 

a. Belanja Operasi 

1) Realisasi Belanja Pegawai 

2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa 

3) Realisasi Belanja Bunga 

4) Realisasi Belanja Hibah 

5) Realisasi Belanja Bantuan Sosial 

Jumlah Realisasi Belanja Operasi 

BAB II 

RINGKASAN LAPORAN REALISASI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas : 

1. Pendapatan 
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64.614.094.319,81 Rp 

Rp. 1.304.643.154,00 

Rp. 170.595.464.234,00 

Rp. 171.900.107.388,00 

Rp 1.016.980.016.016.53 

Rp. (46,713.343.455.1 u 

1.567.278.051,00 

1.567.278.051,00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 104.319.190,00 

Rp 33.391.295. 945,00 

Rp 64.868.822.269,00 

Rp 69.583.625.827,00 

Rp 7.569.758.270,00 

~ 175,517.8__21.5Ql,QQ 
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3. Pembiayaan 

a. Realisasi Penerimaan Pembiayaan 

b. Belanja Modal 

1) Realisasi Belanja Modal Tanah 

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

Jumlah Realisasi Belanja Modal 

c. Belanja Tidak Terduga 

1) Realisasi Belanja Tidak Terduga 

Jumlah Realisasi Belanja Tidak Terduga 

d. Belanja Transfer 

1) Realisasi Belanja Bagi Hasil 

2) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan 

Jumlah Realisasi Belanja Transfer 

Jumlah Realisasi Belanja Daerah 

Surplus/ (Defisit) 





Pasal 6 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 5 
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 
Rincian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 3 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2023 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran I peraturan Bupati ini. 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (S/LPA) 

Rp 3.000.000.000,00 

EtL. = 61.614. ™--3 I-9_Jn 

b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan 

Jumlah Realisasi Pembiayaan Netto 
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Rp ~900. 75Q~64.2Q 





KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2024 NOMOR \ ~ BERITA 

Diundangkan di : Lasusua 
Pada tanggal : '2.b -o ~ - 2024 

ARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 

2024 
Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Pj. BUPATI 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mt dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
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2024 
Ditetapkan di 
Pada tanggal 

BERIT~ DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2024 NOMOR \ ~ 

TAU PI Q. S 

Diundangkan di : Lasusua 
Pada tanggal : 2..G - o~ - 2024 

RETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam 

Serita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 




